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Menimbang : a.

Mengingat. : 1.

b.

I]U PA"TI HALMAI-ItrRA BAR{'I,
bahw,a Pengelolaan Destinasi Wisata merupakan Lragian integral dari
pembangunan Daerah -yang harus etikelola secara sistematjs,
terencaua, terpadu, berkeianjutan, dan trertanggurg jawatr c1*ngalr
tetap memberikar: perlindungan terherdap nilai-nilai agama, budaya
_yang hidup daiam masyarakat, kelestarian tlan mlltu lingkungan
hidup, serla kepentingan dilerah;
bahwa pengembangan potensi sumber da-v*a lokal Destinasi Wisata
perlu dikelola secara prof'esional untuk peningkatan kualitas
peiayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatetn asii
daererh sektor kepnriwisataan guna untuk mewujuclka.n
pembangunan pariwisata berkelanjutan;
bahr,qra berdasarkan pertimbangan setragaimana dirnaksud humf a,
dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tirn Pengelalaan Destinasi Wisala pada Dinas
Padra,isata dan Kepemudaan Olahraga Kabul:aten F{almahera Rara,l-
Tahun 20'24.
Undang*undang Nomor 60 Tahr.rn 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Ilar:urat ?ahun 1957 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Slvatantra Tingkat II Dalarn Wi1a5'ah lJaerah
Swatantra Tingkat I Maluku menjadi lJndang-r"rndang;
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemtrentrrkan
Provinsi Maluku Utara, Kairupat-en l3uru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat {k:mbaran Negara 'fahun 199 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara l{omor 3895);
Unrlang-undang Nomor ')8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan llebas dari Kolusi dan Nepotisme {l"emLra:"an
Negara Tahun 1999 Noraor 75, Tambahan kmbaran Negara Nor::ol-
3851);
Undang-undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Inf,ormasi Pubiik; {Lemtraran Negara 'lahun 2008 Nomor 61,
Tarnbahan Lemkrar"an Negara Nomor a\a6 j;
Undang*Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparirvisataan
{lerntraran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 11,
?ambahan l"embaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4966j,
sebagaimana telah diubair dengan Undang-undang Nomor 11 Tairun
20?0 tentang Cipta Kerja (Iernbaran Negara Repubiik lndonesiii
Tahun '2020 Nornor 245, Tambahan Lembaran Negara ReJ:riblik
Indcnesia Nornor 6573);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
ilernbaran Negara Tahun 200q Nomor
Negara Nomor 5038 );

tentang Pela.yanan Publik
112, Tambahan kmtraran
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7. Undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Fembentukein
Ileraturan Pemndang-undangan {Lembaran Negara Tahun 201n
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Nornor'5233 );

B. Undang-undang Nornor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan
Ifaerah (Lembaran Negara Tahun 2Q14 Nomor 2'24, 'lambahan
L,embaran Negara Nomor 5587 );

9. Peraturan Pemerintair Nomor 65 Tahun 2005 tentang Peclor,neln
PenrTusunan dan Penerapan Stanclar Peial,anan Minimal (Lemharan
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor a585);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun '2AL'2 tentang Pelaksanaan
Undang-unclang Nomor" 25 Tahun ZAA9 tentang Pelayanan Publik
{l,embaran Negara Tahurr 2A12 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerinlah Nornor 18 Tahun 2016 tentang irerangkat
I)aerah (l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahr-rn 2015 Ncmcr"
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887j;

12. Peraturan Pcmerintah Nornor 12 Tahun 201q tentang llengelol*an
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201{i
Nomor 73, Taurbahan l"embaran i.{egara Republik Inclonesia Nornor
60a1i;

l3.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelayanan Putllik (Lembamn Negara Tahun 2013 lrlomor 191);

14.Peraturan Ment-eri Pariu,isata Nomor' 10 Tahun 2A16 tent*ng
Pecloman PenSzusunan Rencana lnciuk Pembangunan Kepari'il,isatiran
Provinsi dan Kalrupate*/Kata {Bedta Negara I?epublik Inclanesia
Tahun 2016 Nomor i173);

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 'l"ahun 2018 tenlang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk F{ukum Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16"Peraturan Daerah KaLrupalen Haimahe'ra Barat lrlomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturar: L)aerah Nomor 6 Tahun 2$1{i
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupat-en
Halmahera;

l?.Peraturan Bupati t{airnahera Barat Nomor 22 Tahun '24'22 te*tafig
Kedudukan Susunan OrgariJsasi, Tlrgas dan Fungsi serta Tat.a Kerja
Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Hahnahera
Barat

lS.Peraturan Daerah Katrupat-en Halmahera Ilarat Nomor I Tahun 20')4
tentang Anggaran Pendapalan I3elarda Daerah Kabupaten Haimahera
Barat Tahun Anggaran 2A'24;

l9.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomot" 1 Tahun 2024 ter:tang
Penjaharan Anggaran Penrlapatan dan Belanja Daerah Kairupaten
Halmahera llar*rt Tahun Alggaran '2A24.

M}qMUTUSKAN:

Pembentukan 'Iim Pengelolaan Destinasi Wisata partra l)inas Parir,visata dar:
Kepernudaan Olahraga Kabupaten Halrnahera Barat ?ahun 2424, clengan
susunan 'Iim sebagaimana tercaritr-rm dalam Larnpiran dan merupakan
bagian.yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
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Destinasi Wisata sebagairnana dirnaksud Diktum KESATU, terdiri dari :

i. Rappa Pelangi Resort,
2. Air Panas Gamtala,
3. Area Festjval Teluk Jailolo,
4. Destinasi u'isata lainnya.

Tirn pengelolaan Destinasi Wisata pada Dinas Pariu,isata dan Kepemu.daan

Olahraga Ka}:upaten Haknahera Rarat sebagaimana dimaksr"ld rlalam
Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai herikut:
a. Mengangkat Tenaga Harian Lepas Pengelola deslinasi u,isa1a.

b. Mengelola dan melaku.kan inventarisasi Aset destinasi u'isata'
c. penataan destinasi u,isata dan mernastikan keamanan destinasi

wisata.
d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daeralt (PAD).

Tim pengeloiaan Destinasi Wisata pada Dinas Parirvisata rlan Kepemudaail
glahraga Kabupaten Halmahera Barat diberikan l{onararium perbulann\,.'a

rlengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

Segala Biays }.ang timbrii akibat d.itetapkann5la Keputusan ini, dibe}:ankan
pacla Anggaran Pendapatan dan Belanja l)aerah (APBD) pos anggarall
birrrs Pariwisata dan Kepetruciaan Olahraga Kabupaten Halmahera Baiat
Tahun Anggaran 2Q21.

Keputusan Bupati ini r:lulai Lrerlaku sejak tanggal riiletapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jaiiolo
: B .Ian '2$24

RA BARAT,

?embtsan dlsampalkg;n l{ePada Yth:
1.. {iubernur Maiuku Utara di Sofili.
2" BPK R.I Perwakilan Maluku Utara di Ternate-
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailo1o.
s" repala Eadan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo"

5. l{epala Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo'
7" tnspektur inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
s. Yang bersangkutan untuk dikeia.hui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ass. Bid. Adrninistrasi Urnurn
I{adis Pariwrsata & KePer:nudaan
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LAMPIRAN : KtrPUTUSAN BUPATI HALMAHtrRA BARAT
NOMOR : 4'A lKwslt/2a'24
TANGGAL : B .IANUAzu2AZ4

TENL{NG : DAFTAR SUSUNAN TIM PtrNGtrLOLAAN DESTINASI WISATA
PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA KABUPATEN
BARAT TAI{UN ANGGARAN 2024

PADA I]INAS
HAI,MAHtrRA

RA BARAT,

Penanggung JawatrKepala Dinas Parirvisata dan
Kepemudaan 01ah Raga

Sekre taris Dina s Pa rir,r,isata
rlan Kepemudaan Olah Raga

Rp. 2.500.000

Kepala Bidang Destinasi
Dinas Parivrisat-a dan
Kepemudaan Olah Raga

Subhan Do. Luthfi, S.STP Kepala Pengeloia Rappa
Pelangi Resort

Rp. 1.500.000

Rukmini Yusuf, S.Par

Ya1'uk Prihatini, A.rncl.Par Staf Administrasi
Keuangan

Rp" 1.0O0.000

Ass. Bid. Administrasi Umum
Kadis Pariwisata & Kepemudaan
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